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I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu sumber
Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan
pelayanan pada masyarakat.

Badan Standardisasi Nasional telah memiliki jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi
Nasional. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi
Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional

dengan Peraturan Pemerintah.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “Otoritas Sponsor” (Sponsoring
Authority) adalah badan, dalam hal ini Badan Standardisasi
Nasional, yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan
administrasi sistem penomoran berdasarkan standar
International Organization for Standardization/International
Electrotechnical Commision untuk menerima, memproses,
dan menyetujui aplikasi permohonan  penomoran
identifikasi yang selanjutnya disampaikan kepada Otoritas
Registrasi (Registration Authority).
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
Pasal 3
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pelatihan Publik” adalah pelatihan
standardisasi yang diselenggarakan pada waktu dan tempat

yang telah ditentukan oleh Badan Standardisasi Nasional.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pelatihan di Tempat Wajib Bayar”
(In House Training) adalah pelatihan standardisasi yang
pelaksanaannya berdasarkan permintaan oleh Wajib Bayar
dan diselenggarakan di tempat yang sudah ditentukan
Wajib Bayar.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Wajib Bayar” adalah peserta pelatihan
publik.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Wajib Bayar” adalah penyelenggara
pelatihan.
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Otoritas Registrasi” (Registration
Authority) adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh standar
International Organization for Standardization/ International
Electrotechnical Commision untuk menerbitkan dan menyimpan
data rekam seluruh pemegang nomor identifikasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya royalti” adalah tarif yang
dikenakan oleh badan standar asing untuk setiap reproduksi
Standar Nasional Indonesia hasil adopsi dari standar yang

dipublikasikan badan standar asing tersebut.
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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